GEDUNG POLRES SIANTAR DIBANGUN BERTINGKAT, HABISKAN APBD
SEBESAR RP4,2 MILIAR
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Sumber Gambar: mistar.id

Pematang Siantar, MISTAR.ID Pembangunan gedung Kantor Polres Kota
Pematang Siantar, telah dimulai sejak 4 Juli 2023 lalu. Gedung tersebut dibangun dengan
menggunakan anggaran mencapai Rp4,2 miliar yang bersumber dari APBD Kota
Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023.

“Gedung nya itu nanti bertingkat, lantai dua” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematang Siantar, Junaedi
Sitanggang, Senin (31/7/23).

Junaedi Sitanggang menuturkan, proyek pembangunan gedung Polres itu
dikerjakan oleh rekanan dari CV. Indah Cipta Persada, dengan masa pelaksanaan 150
Hari kalender, ditambah masa pemeliharaan selama 180 Hari kerja.

“Sesuai kontrak, pengerjaannya harus selesai tahun ini” ucap Plt Kepala Dinas
PUTR Siantar itu.

Amatan Mistar.id di lokasi pembangunan, tampak para pekerja masih
melaksanakan penggalian, dan pembongkaran bekas gedung lama.

Sumber Berita:

1. https://mistar.id/siantar/gedung-polres-siantar-dibangun-bertingkat-habiskan-apbd-
sebesar-rp42-miliar/, 31 Juli 2023.

2. https://humas.polri.go.id/2023/07/11/kapolres-pematang-siantar-dampingi-kapolda-
sumut-peletakan-batu-pertama-renovasi-gedung-utama-mako-polres-pematang-
siantar/, 11 Juli 2023.
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Catatan Berita :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran BAB Il huruf D angka 2 pada bagian e

1)

2)

3)

4)

5)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja
hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada:
a) Pemerintah pusat
(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah yang bersangkutan.
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(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpeng tindih pendanaannya
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda
penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak
didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu)
kali dalam tahun berkenaan.

b) Pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru

hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
¢) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD
tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum

Indonesia

f) Partai Politik

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
(1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya
dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
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(2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) Partai politik dan/atau

(4) Ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;

d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala
Daerah.

8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala.
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